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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan
potensi dan mengelola kekayaan desa dan antar desa,
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa, dan
meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta memberikan
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa
dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha
Milik Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi
desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,
bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan
Peraturan Desa dan BUM Desa Bersama berdasarkan
Peraturan Desa Bersama;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 10) sudah
tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan
perkembangan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan
Usaha Milik Desa Bersama;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
Tahun 1950) sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan




-0

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019, Nomor 187. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabuputen Cirebon Nomor 42)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
P

10.

11.

12.

Daerah Kabupatem adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin
oleh camat.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Camat adalah Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau kuwu atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat
BKAD adalah badan pelaksana Kerja sama antar-Desa yang
dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa yang terdiri
dari unsur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat
dengan mempertimbangkan keadilan gender.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

o B

Pengurus BKAD adalah pelaksana operasional BKAD yang
dipilih dalam musyawarah antar desa sesuai kebutuhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Peraturan bersama kepala desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa
adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan  produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh
BUM Desa.

Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa
yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi
dan tujuan BUM Desa.

Bantuan langsung masyarakat adalah bantuan sosial berupa
transfer uang, barang atau jasa yang dinilai dengan uang dan
diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat
guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau
kesejahteraan masyarakat.

Musyawarah Desa dalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan wunsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara
Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing
badan permusyaratan desa, pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang  diselenggarakan atas kesepakatan
masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar
desa.

Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana
organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama
Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
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24.Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM
Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

25.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya
yang sah.

26. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa,
baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai
dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai
sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau

hasil.
Pasal 2
BUM Desa terdiri atas :
a. BUM Desa; dan
b. BUM Desa bersama.
Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan :

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas
perekonomian, dan potensi Desa;

b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan
barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum
masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan
pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya
manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas
Aset Desa; dan

e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB 1II
PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Maksud Pendirian BUM Desa

Pasal 4
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa.



(1)

(2)

(6)

Pasal 5

BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan
Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih
berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya
ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi,
kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa
lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau
tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat:

penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM
Desa bersama.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM
Desa.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian BUM Desa dan
BUM Desa bersama dalam hal perolehan status badan hukum;

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mempertimbangkan :

kebutuhan masyarakat;

a.
b. pemecahan masalah bersama;

&

kelayakan usaha,;

o

model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis
usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan

e. visi pelestarian, orientasi, keberlanjutan, dan misi
perlindungan nilai religi, adat istiadat, prilaku sosial dan
kearifan lokal.
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(2)

(4)
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Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan
perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah
Desa/ Musyawarah Antar desa.

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama,;

b. tempat kedudukan;

c. maksud dan tujuan pendirian,;

d. modal;

e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas;

g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta

tata cara pengangkatan penggantian, dan pemberhentian
penasihat, pelaksana-operasional, dan/atau pengawas; dan

h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau
pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui
sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem
administrasi badan hukum kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit
usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus
memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8

Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama
dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat
bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas.

Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa
bersama;

b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM
Desa BUM Desa bersama;
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c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa
bersama;

d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM
Desa bersama.

Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB III
ORGANISASI BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 9

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari
Pemerintah Desa.

Pasal 10

Perangkat organisasi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
terdiri dari :

a.

o

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
penasihat;

pelaksana operasional; dan

pengawas.

Paragraf 1
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
Pasal 11

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama,;

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh
badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran
Dasar.

Pasal 12

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:

a.
[+ 8

menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
dan perubahannya;

membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak
dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa
fungsi kepenasihatan pada BUM Desa;
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membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran
penasihat BUM Desa bersama;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana
operasional BUM Desa/BUM Desa bersama,;

mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;

mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa
bersama;

memberikan persetujuan atas pernyertaan modal pada BUM
Desa/BUM Desa bersama,;

memberikan persetujuan atas rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah
ditelaah pengawas dan penasihat;

memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa
bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM
Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau
bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa
bersama;

menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM
Desa bersama;

. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM
Desa bersama;

memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa
bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa
bersama;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil BUM
Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM
Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;

menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama
dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat,
pelaksana operasional, dan pengawas;

membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM
Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa
bersama;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban
yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana
operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian
BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur
kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses
hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau
pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan
pertanggungjawaban;
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memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM
Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;

menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh
kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil
penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

w. meminta dan menerima pertanggungjawaban; dan

memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen
untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat
indikasi kesalahan dan/atau kelalaian pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 13

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;

Dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tidak
mencapal mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) maka
Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa maka
diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak.

Pasal 14

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas
a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam)
bulan setelah tahun buku lampau.

Musyawarah  Desa/Musyawarah  Antar Desa  khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan
dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera
yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa.

Musyawarah  Desa/Musyawarah  Antar Desa  khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas
permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

Musyawarah  Desa/Musyawarah  Antar Desa khusus
mempunyal wewenang yang sama dengan wewenang
Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 15

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/




- 12

Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar
BUM Desa/BUM Desa bersama.

(1)

(2)

(1)

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban,
serta kewenangannya dengan mempertimbangkan
profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai
dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM
Desa/BUM Desa bersama.

Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta
kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 17

Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama,
dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan
kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.

Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta
kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam
Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan
efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan,
kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.

Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa
bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 18

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas
dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM
Desa bersama dan/atau perubahannya;

b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana
program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa;
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menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana
operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa dan dikonsultasikan
kepada Camat sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa
(PTPD) ;

dalam  keadaan tertentu memberhentikan  secara
sementara pelaksana operasional dan mengambil alih
pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;

bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas,
menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana
kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan
penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa;

melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana
operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa dalam laporan keuangan;

menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan
tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan
keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa,

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas
pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas
kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu
dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.

a.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana
operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa bersama;

menelaah rancangan rencana program kerja dan
menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa
bersama berdasarkan keputusan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa;

menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan
organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan
Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;

bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas
pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa
bersama;
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e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas
pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa
bersama untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha
dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa;

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa
bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah
tangga, dan/atau keputusan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai
persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama
sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga,
dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 19

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa.

Musyawarah  Desa/Musyawarah Antar Desa memilih
pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan
permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi
persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM
Desa bersama.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus memenuhi syarat meliputi:

a. berdomisili di desa dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan domisili;

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit
yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
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c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya
untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
tidak pernah dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan
sebuah usaha dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

1. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai
mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum,;

j- memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan Direktur BUM Desa Bersama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat
dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran
Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 20

(1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM
Desa/BUM Desa bersama.

(2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang,
salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai
ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur
utama.

(3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola
pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 21

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling
banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa
jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 22

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
berwenang:
a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan
menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM
Desa bersama dan/atau perubahannya;
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mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM
Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis
kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan
dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan
keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM
Desa bersama baik secara internal organisasi maupun
dengan pihak lain;

mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM
Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji,
tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM
Desa/BUM Desa bersama;

mengangkat dan  memberhentikan pegawai BUM
Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan
bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan;

melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama
setelah mendapat persetujuan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan
pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa/BUM Desa bersama;

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk
mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
setelah mendapat persetujuan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan
pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa/BUM Desa bersama;

melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM
Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ditetapkan oleh
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa,;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM
Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa,;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa
tidak menunjuk penyelesai; dan

mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala
tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan
pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam
dan/atau di luar pengadilan.
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Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk
kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai
dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa
bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di
dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal
dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa
bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM
Desa/BUM Desa bersama;

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan
kepada penasihat dan pengawas;

d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan
pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada
penasihat;

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa
bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa; dan

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal
Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 23

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang
diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa,
dan/atau unsur masyarakat.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan
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keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa
bersama.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus memenuhi syarat meliputi:

a. berdomisili di desa dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan domisili;

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit
yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya
untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
f. tidak pernah dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan
sebuah usaha dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

1. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai
mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum;

j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
dengan jabat